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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Singkat DPRD Kota Pekanbaru

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat

daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di

provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18

ayat 3 : "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum" .

DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD Kota) merupakan lembaga

perwakilan rakyat daerah yang terdiri atas anggota partai politik, peserta pemilihan

umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Sistem pemerintahan Negara berdasarkan 1945.Memberikan keleluasan kepada

daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang menjunjung tinggi prinsip

demokrasi, peran serta aktif masyarakat, pemerintahan dan keadilan.Dengan

memperhatikan potensi dan keuangan daerah.Hal ini dikuatkan dengan Undang-undang

No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.Hal yang sanga penting dalam

mempersiapkan daerah mewujudkan Good Government adalah prinsip-prinsip

melakukan prilaku, mulai dari pola pikir, managerial dan perubahan untuk itu

diperlukan Perencanaan Strategis.Dalam prinsip dasar Good Government ada unsur
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akuntabilitas yang merupakan perwujudan untuk member tanggung jawab kinerja

seorang pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menerima

tanggung jawab.

Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang membantu Kepala Daerah dalam

menyelenggarakan Pemerintah Daerah.Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang

sekretaris DPRD Kota Pekanbaru.Pembentukan susunan organisasi dan formasi

Sekretariat sesuai dengan pedoman Menteri Dalam Negeri.Provinsi Riau berdiri pada

tahun 1946 dengan ibukotanya Tanjung Pinang. Pada tahun yang sama DPRD Kota

Pekanbaru letaknya berada di PasarBawah. Mengapa dinamakan Kota

Pekanbaru?Karena dalam Bahasa Melayu, pekan berarti “Pasar” kemudian Pekanbaru

berarti “Pasar Baru”.Sebutan ini dikatakan oleh masyarakat melayu Tanjung Pinang.

Pada tahun 1972 diadakanlah pemilihan umum kedua untuk memilih wakil-

wakil rakyat.Dan pada saat itu wakil-wakil rakyat Kota Pekanbaru telah

terpilih.Kemudian pada tahun 1973 wakil-wakil rakyat yang pada awalnya berada di

pasar bawah pindah ke Jl. Jend.Sudirman.Pada masa itu pemerintahan Provinsi Riau

dipegang oleh Kaharuddin Nasution. Beliaulah yang memindahkan kantor wakil-wakil

rakyat Kota Pekanbaru ke Jl.Jend. Sudirman (berada di Balai Dang Merdu sekarang)

kantor tersebut bernama Balai Payung Sekaki.

Pada pemilu tahun 1977 setelah terpilih wakil-wakil rakyat maka disepakati

kantor Balai Payung Sekaki dipindahkan ke samping Dang Merdu dan pada tahun 1978

Balai Payung Sekaki dirubah namanya menjadi DPRD TK II Pekanbaru. Tahun 1998

terjadilah era reformasi bersamaan dengan jatuhnya Pemerintahan Soeharto, dan tahun
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1999 diadakan lagi pemilu untuk mengganti wakil-wakil rakyat dan kabinet pada masa

Pemerintahan Soeharto dan terbentuklah pemerintahan baru yang dipimpin oleh

Bj.Habibie, semenjak era reformasi nama DPRD TK II Kota Pekanbaru diubah menjadi

Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru sampai sekarang. Hingga saat ini kantor DPRD kota

Pekanbaru beralamat di JL.Jend. Sudirman, Tengkerang Tengah, Marpoyan Damai,

Kota Pekanbaru, Riau 28128, Indonesia.

Hingga sekarang  ketua DPRD Kota Pekanbaru sudah mengalami beberapa kali

pergantian, yaitu:

1. Jasman ( periode 1971-1977 )

2. Nasir Zen ( periode 1977-1992 )

3. H. Ahmad Bebas ( periode 1992-1997 )

4. Syamsul Djafar, SH ( periode 1997-1999 )

5. H. Adrian Ali ( periode 1999-2004 )

6. H. M Tenguh Priwadi ( periode 2004-2009 )

7. Desmanto ( periode 2009-2014 )

8. Sahril, SH ( periode 2014-2019 )

1.2. Fraksi

Berdasarkan Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR Pasal 14, fraksi adalah

pengelompokkan anggota DPR sesuai dengan konfigurasi partai politik hasil pemilihan

umum. Lebih lanjut ditegaskan dalam Tatib tersebut bahwa fraksi bersifat mandiri.

Nama- Nama Anggota DPRD Kota Pekanbaru pada DPRD Kota Pekanbaru

terdiri dari 8 Fraksi, diantaranya yaitu :
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1. Fraksi Golkar

a) Hj Masni Ernawati

b) Yose Saputra

c) Tarmizi Muhammad

d) Sahril SH

e) Herwan Nasri

f) Roni Amriel

g) Ida Yulita Susanti SH

2. Fraksi Demokrat

a) Tengku Azwendi Fajri SE

b) Heri Setiawan

c) Sigit Yuwono ST

d) Eri Sumarni

e) Desi Susanti S. Sos

f) Aidil Amri

3. Fraksi PAN

a) Ir Nofrizal MM

b) Sondia Warman SH
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c) Drs Maspendri

d) Puji Daryanto

e) Hj Yurni

4. Fraksi PDIP

a) Ir Hotman Sitompul

b) Dapot Sinaga SE

c) Ruslan Tarigan

d) Hery Pribasuki

e) Jhon Romi Sinaga

5. Fraksi PPP

a) Zulkarnain SE MSi

b) Samsul Bahri SPd

c) Drs Nasruddin Nasution MA

6. Fraksi PKS NasDem

a) Dian Sukheri

b) Mulyadi AMd

c) Roem Diani Dewi SE MM

d) Zulfan Hafiz ST

e) Fikri Wahyudi
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i) Tarmizi Akhmad

7. Fraksi Hanura

a) Ferry Shandra Pardede SE

b) Kudus Kurniawan Siahaan SSi

c) Ali Suseno

d) H Darnil SH

8. Fraksi Gerindra

a) H Wan Agusti

b) Sri Rubianti

c) H Fathullah

d) Zainal Arifin SE

9. Fraksi PKB

a) Suprianto

b) H Marlis Kasim

c) Zaidir Albaiza SH

d) Yusrizal
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1.3. Komisi

Komisi adalah unit kerja utama dalam DPR dan merupakan alat kelengkapan

DPR yang bersifat tetap. Hampir seluruh aktifitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi

DPR, substansinya dikerjakan didalam komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan)

harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotaan

komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap

masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi.

Pembagian tugas DPRD dalam komisi-komisi merupakan tuntutan wajar dari

satu lembaga penting demi mempermudah pelaksanaan manajemen DPRD mencakup

koordinasi; pembagian kerja demi mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimum.

Adapun jumlah komisi DPRD biasanya 4 atau 5 komisi yang membidangi kelompok

tugas pemerintahan.

Daftar  bidang tugas dan anggota komisi DPRD Kota Pekanbaru:

a. Komisi I : Bidang Hukum dan Pemerintahan, yang meliputi bidang :

1. Hukum, Perundang-undangan

2. Kependudukan

3. Pemerintahan

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia

5. Perlindungan Konsumen

6. Pelaksanaan Otonomi Daerah
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7. Pertanahan

8. Perizinan

9. Pemberantasan Narkoba dan Miras

10. Penegakan hukum dan penyakit masyarakat

11. Keamanan dan ketertiban

12. Pembinaan kesatuan bangsa

13. Pers, Komunikasi dan Informatika

14. Kepegawaian

15. Persandian

16. Statistik

b. Komisi II : Bidang Perekonomian dan Keuangan/Anggaran, yang meliputi

bidang:

1. Industri dan Perdagangan

2. Pertanian

3. Perikanan

4. Peternakan

5. Perkebunan

6. Koperasi, Usaha mikro kecil menengah dan dunia usaha

7. Pariwisata

8. Keuanggan Daerah/anggaran

9. Perimbangan keuangan pusat dan daerah

10. Perpajakan
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11. Retribusi

12. Perbankan dan lembaga keuangan non bank

13. Perusahaan Daerah

14. Perusahaan patungan

15. Penanaman modal dan investasi

c. Komisi III : Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, yang

meliputi bidang:

1. Pangan dan Logistik

2. Ketenagakerjaan

3. Keluarga Berencana

4. Pembinaan anak dan remaja

5. Penanggulangan bencana

6. Gizi masyarakat

7. Sosial

8. Kesehatan

9. Agama

10. Pendidikan

11. Iptek

12. Seni budaya

13. Kepemudaan dan olahraga

14. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan

15. Perpustakaan
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d. Komisi IV :  Bidang Pembangunan Fisik dan Lingkungan Hidup, yang meliputi

bidang :

1. Pekerjaan umum

2. Perhubungan

3. Energi dan sumber daya mineral

4. Perumahan rakyat

5. Lingkungan hidup

6. Perencanaan pembangunan daerah

7. Tata ruang dan bangunan

8. Perairan dan kedirgantaraan

9. Pertamanan

10. Kebersihan

Mitra kerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kawan

kerja, pasangan kerja dan rekan. Mitra kerja DPRD adalah pasangan kerja DPRD untuk

melaksanakan kegiatan pembangunan didaerah yaitu dengan pemerintah daerah. Berikut

daftar dari mitra kerja komisi DPRD Kota Pekanbaru :

a. Mitra kerja Komisi I meliputi:

1. Sekretariat Daerah

2. Inspektorat

3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

7. Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat

8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

9. Satuan Polisi Pamong Praja

10. Bagian Hukum dan Perundang-undagan

11. Bagian organisasi dan Tata Laksana

12. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

13. Bagian Umum

14. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

15. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

16. Dinas Pertanahan

17. Kecamatan

b. Mitra Kerja Komisi II meliputi:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2. Dinas Ketahanan Pangan

3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

5. Badan Pendapatan Daerah

6. Dinas Pertanian dan Perikanan

7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
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8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

9. Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank

10. Bagian Perekonomian dan SDA

11. BUMD

12. Bagian Kerjasama

c. Mitra Kerja Komisi III meliputi:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Badan Perpustakaan dan Arsip

3. Dinas Pendidikan

4. Dinas Kesehatan

5. Dinas Sosial

6. Dinas Tenaga Kerja

7. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

10. Dinas Ketahanan Pangan

11. Badan Penelitian dan Pengembangan

12. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

13. Bagian Kesejahteraan Rakyat

14. Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum

dan Perlindungan Masyarakat
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d. Mitra Kerja Komisi IV meliputi :

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

3. Dinas Perhubungan

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

6. Badan Penelitian dan Pengembagan

7. Bagian Infrastruktur

8. Bagian Administrasi Pembangunan

9. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Daftar anggota Komisi DPRD Kota Pekanbaru serta asal partainya:

Komisi I

No Nama Jabatan Keterangan
1 Ir. Hotman  Sitompul Ketua Fraksi PDIP
2 Drs. H. Nasruddin Nst. MA Wakil Ketua Fraksi PPP
3 Ir. Puji Daryanto Sekretaris Fraksi PAN
4 Ida Yulita Susanti SH. MH Anggota Fraksi Golkar
5 Pangkat Purba, SH Anggota Fraksi Demokrat
6 Hj. Sri Rubianti, SIP Anggota Fraksi GERINDRA
7 Ferry Shandra Pardede, SE.MA Anggota Fraksi HANURA
8 H. Suprianto Anggota Fraksi PKB
9 H. Tarmizi Akhmad, S.Sos Anggota Fraksi PKS-Nasdem

Sumber: Sekretriat DPRD Kota Pekanbaru

Komisi II

No Nama Jabatan Keterangan
1 T.Azwendi Fajri. SE Ketua Fraksi Demokrat
2 Roem Diani Dewi, SE. MM Wakil Ketua Fraksi PKS NasDem
3 Dapot Sinaga, SE Sekretaris Fraksi PDIP
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4 Hj. Masny Ernawati, SH. MH Anggota Fraksi Golkar
5 Yose Saputra Anggota Fraksi Golkar
6 Hj. Desi Susanti, S.Sos Anggota Fraksi Demokrat
7 Hj. Yurni Anggota Fraksi PAN
8 H. Fathullah Anggota Fraksi GERINDRA
9 Ir. Kudus Kurniawan, S.Si. MA Anggota Fraksi HANURA
10 Yusrizal, SH Anggota Fraksi PKB
11 Fikri Wahyudi Hamdani, S.Sos Anggota Fraksi PKS-Nasdem

Sumber: Sekretriat DPRD Kota Pekanbaru

Komisi III

No Nama Jabatan Keterangan
1 Zulfan Hafiz, ST Ketua Fraksi PKS-NasDem
2 H. Marlis Kasim Wakil Ketua Fraksi PKB
3 Aidil Amri, S.Sos Sekretaris Fraksi Demokrat
4 Drs. H. Tarmizi Muhammad Anggota Fraksi Golkar
5 Hery Pribasuki Anggota Fraksi PDIP
6 Drs. Maspendri NS Anggota Fraksi PAN
7 Zainal Arifin, SE Anggota Fraksi GERINDRA
8 H. Darnil. SH Anggota Fraksi HANURA
9 H. Samsul Bahri. S.Pd Anggota Fraksi PPP
10 H. Dian Sukheri, S.IP Anggota Fraksi PKS-NasDem

Sumber: Sekretriat DPRD Kota Pekanbaru

Komisi IV

No Nama Jabatan Keterangan
1 Roni Amriel, SH Ketua Fraksi Golkar
2 H. Wan Gusti Wakil Ketua Fraksi GERINDRA
3 Ali Suseno ALN Sekretaris Fraksi HANURA
4 H. Herwan Nasri, ST Anggota Fraksi Golkar
5 Heri Setiawan Anggota Fraksi Demokrat
6 Ruslan Tarigan, S.Pd, MH Anggota Fraksi PDIP
7 Ir. Nofrizal, MM Anggota Fraksi PAN
8 H. Zaidir Albaiza, SH. MH Anggota Fraksi PKB
9 Mulyadi, Amd Anggota Fraksi PKS-NasDem
10 H. Zulkarnain, SE. M.Si Anggota Fraksi PPP

Sumber: Sekretriat DPRD Kota Pekanbaru


